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Eric Gurita Aedi. Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi 
Relatif Pengadilan (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/ PN Bbs). Skripsi. Tegal: 
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2020. 
Lingkungan Peradilan umum (yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri 
dan Pengadilan Tinggi), memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa 
dan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata umum. Timbulnya suatu 
sengketa jika dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata maka dapat 
menimbulkan permasalahan kompetensi mengadili, yang biasa disebut dengan 
yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum identitas domisili 
tergugat dan peranan identitas domisili tergugat dalam menentukan kompetesi relatif pada 
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan 
(library research) dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi 
kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data dilakukan secara deduktif 
dianalisa dengan metode normatif kualitatif. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) Kedudukan hukum tergugat 
terkait identitas domisili pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs berdasarkan 
Pasal 118 ayat (1) HIR, antara lain: a) bertindak sebagai diri sendiri atas nama 
Risky Kheng yang beralamat di Jalan Indraloka II Blok H-V/1927/RT 009, RW 
006, Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan, DKI Jakarta, dan 
b) bertindak dalam jabatannya sebagai General Manager PT. Santa Great Industry, 
berkantor di jalan Dokter Makaliwe Raya Nomor 26 Grogol Petamburan Jakarta 
Barat. 2) Peranan identitas domisili tergugat dalam menentukan kompetesi relatif 
pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs menunjukkan bahwa pengadilan 
negeri di tempat tergugat tinggal mempunyai alamat dan berdomisili yang 
berwenang memeriksa gugatan dan tuntutan hak. Prinsip kompetensi relatif 
berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan yang berkompentensi mengadili 
berdasarkan tempat tinggal tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) 
HIR lebih unggul tanpa mengurangi kebolehan mengajukan gugatan pada PN 
menurut pasal-pasal tersebut, atas pilihan penggugat.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 




Eric Gurita Aedi. The Role of Domicile Identity in Determining the Relative 
Competence of the Court (Decision Study Number 9/Pdt.G/2020/PN Bbs). Skripsi. 
Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 
2020. 
The general court environment (which is implemented by the District 
Courts and High Courts), has the competence or authority to examine and 
adjudicate general criminal and civil cases. The emergence of a dispute if it is 
connected to the existence of a civil court, it can cause problems of competence to 
judge, which is commonly referred to as jurisdiction or competence or authority to 
judge. 
This study aims to determine the legal position of the defendant's domicile 
identity and the role of the defendant's domicile identity in determining the 
relative competency in Decision Number 9/Pdt.G/2020/PN Bbs. This research is a 
library research with a normative legal approach. The data source in this research 
is secondary data with the method of collecting data from literature and document 
studies. The data analysis method was done deductively and analyzed by 
qualitative normative method. 
The results of this study concluded that 1) The legal position of the 
defendant regarding domicile identity in Decision Number 9/Pdt.G/2020/PN Bbs 
based on Article 118 paragraph (1) of the HIR, among others: a) acted as oneself 
on behalf of Risky Kheng, whose address was on Jalan Indraloka II Blok HV/ 
1927/RT 009, RW 006, Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan District, 
DKI Jakarta, and b) acting in his position as General Manager of PT. Santa Great 
Industry, having its office at Jalan Dokter Makaliwe Raya Number 26 Grogol 
Petamburan, West Jakarta. 2) The role of the defendant's domicile identity in 
determining relative competence in Decision Number 9/Pdt.G/2020/PN Bbs 
shows that the district court where the defendant lives has an address and is 
domiciled which has the authority to examine claims and claims for rights. The 
principle of relative competence relates to the jurisdiction of the court which is 
competent to judge based on the residence of the defendant as stipulated in Article 
118 paragraph (1) HIR is superior without reducing the ability to file a lawsuit at 
the District Court according to these articles, at the choice of the plaintiff. 
Based on the results of this study, it is hoped that it will become material 
for information and input for students, academics, practitioners, and all those in 
need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. 
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A. Latar Belakang  
Proses peradilan pada dasarnya merupakan akhir dari suatu proses 
hukum yang menentukan apakah seseorang berhak atau berkewajiban atas 
sesuatu, terbukti atau tidak terbukti melakukan suatu larangan undang-undang, 
atau sah atau tidak sah suatu pejabat tata usaha negara menjalankan 
administrasi negara. Pengadilan sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk 
menangani perkara-perkara yang diajukan masyarakat dengan tujuan 
memperoleh keadilan dan kepastian hukum.  
Peran pengadilan dalam menangani perkara khususnya perdata, 
semakin berpacu dengan perkembangan zaman yang menuntut serba cepat, 
mudah dan pasti. Hukum acara perdata digunakan untuk menjamin 
terlaksananya hukum perdata. Hukum acara perdata lebih melaksanakan dan 
mempertahankan atau menegakan kaidah hukum perdata yang ada atau 
melindungi hak perseorangan, hal ini berbeda dengan hukum perdata yang 
lebih mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain. 
Prinsipnya, di Indonesia ada dua peradilan yang mempunyai 
kewenangan menyelesaikan perkara perdata: Peradilan Umum dan Peradilan 
Agama. Gugatan perdata dapat diajukan ke pengadilan dengan alas gugat 
antara lain adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Pengadilan, 
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah suatu unsur penting dalam 




kriteria mandiri, netral, dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak 
asasi manusia. Oleh karena itu, hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan 
menjadi amat vital, mengingat segala kewenangan yang dimilikinya.1 
Hakim sesuai dengan tugas dan fungsinya serta hakim dengan segala 
kewenangan yang dimilikinya merupakan aktor utama penyelenggara 
kekuasaan kehakiman dan sekaligus sebagai pengawal praktik penegakan 
hukum dan keadilan. Hakim melalui putusannya, dapat mengubah, 
mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan 
semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. 
Berbicara mengenai kekuasaan mengadili, maka hal ini berkaitan dengan 
kompetensi dari badan pengadilan.  
Suatu gugatan harus diajukan kepada badan peradilan yang benar-
benar berwenang untuk mengadili persoalan ini.2 Hukum acara perdata 
berlaku dalam pemeriksaan perkara-perkara perdata di pengadilan. Oleh 
karena itu, berbicara tentang hukum acara perdata tidak akan lepas pada 
sistem peradilan yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, 
kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan 
peradilan yang ada di bawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Setiap 
lingkungan peradilan memiliki kompetensi absolut masing-masing. 
Kompetensi absolut ini menentukan  yurisdiksi perkara yang dapat diadili oleh 
                                                 
1  Herlambang, Kasihardo, Kewenangan Hakim dalam Perkara Perdata di Pengadilan 
Negeri Surabaya Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Jatim: UPN "Veteran", 2011, hlm. 2. 
2  Sujayadi, Sugeng Bambang A.S, Hukum Acara Perdata(Dokumen Litigasi Perkara 




masing-masing lingkungan pengadilan. Lingkungan Peradilan umum (yang 
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), memiliki 
kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara 
pidana dan perdata umum. Timbulnya suatu sengketa jika dihubungkan 
dengan keberadaan peradilan perdata maka dapat menimbulkan permasalahan 
kompetensi mengadili, yang biasa disebut dengan yurisdiksi (jurisdiction) atau 
kompetensi maupun kewenangan mengadili. Permasalahan kompetensi 
mengadili ini timbul disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: 
1. Faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan 
banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi berhadapan dengan 
peradilan tingkat pertama. 
2. Faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan 
peradilan yang melahirkan kompetensi absolut bagi masing-masing 
lingkungan peradilan. 
3. Faktor kewenangan khusus yang diberikan undang-undang kepada badan 
extra judicial, seperti arbitrase atau mahkamah Pelayaran. 
4. Faktor yang timbul dalam satu lingkungan peradilan disebabkan faktor 
wilayah yang menimbulkan kompetensi masing-masing pengadilan dalam 




                                                 
3  Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 




Kompentensi relatif merupakan pengadilan daerah manakah yang 
berwenang mengadili dan memutus. Sementara yang dimaksud dengan 
kompetensi absolut, adalah kewenangan jenis peradilan yang berwenang 
mengadili, sebagai contoh terdapat peradilan agama, peradilan militer, 
peradilan tata usaha negara, arbitrase, dan lain sebagainya. Mencermati uraian 
di atas, peneliti akan meneliti terkait kompetensi relatif yang berkenaan 
dengan wilayah mengadili suatu perkara, karena dalam permasalahan 
kompetensi relatif ini berhubungan dengan pengadilan mana yang berhak 
untuk mengadili suatu perkara, agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam 
pengajuan perkaranya. Kompetensi relatif ini ada hubungannya dengan 
permasalahan yang akan diteliti yakni dengan asas forum domisili dalam 
perkara, karena asas ini merupakan asas dalam kompetensi relatif.  
Pada perkara nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs, maksud dan tujuan gugatan 
Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi yang 
dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Gugatan Penggugat dalam surat 
gugatannya tertanggal 7 Maret 2020, keterkaitan daripada Tn. Risky Kheng 
sebagai General Manager PT. Santa Great Industry dengan persoalan 
hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah 
sehubungan dengan perjanjian kerja proyek pengurukan tanah di areal lahan 
milik Tergugat (PT. Santa Great Industry) yang terletak di Desa Lemahabang 
Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, dengan nilai kontrak Rp2.339.820. 
000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh 




Januari 2019, dengan kewajiban Penggugat melaksanakan pekerjaan 
pengurukan area lahan PT. Santa Great Industry dan Tergugat melakukan 
pembayaran sejumlah Rp2.339.820.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh 
sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), namun Tergugat masih 
memiliki sisa pembayaran sejumlah Rp1.039.929.000.00 (satu milyar tiga 
puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang belum 
dilaksanakan. 
Dasar persoalan hukum yang timbul antara Penggugat dengan 
Tergugat adalah perjanjian kerja proyek pengurukan tanah dengan pihak-pihak 
dalam perjanjian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat. Di lain pihak 
eksepsi Tergugat salah satunya merupakan eksepsi kompetensi/kewenangan 
relatif yang diajukan oleh Tergugat bersamaan dengan pengajuan Jawaban 
pertama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 121 HIR, sehingga 
berdasarkan ketentuan Pasal 125 jo Pasal 133 HIR, pengajuan eksepsi tersebut 
adalah berdasar dan beralasan untuk dipertimbangkan dan berdasarkan 
ketentuan Pasal 136 HIR apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang 
kewenangan mengadili maka tentang hal tersebut harus diputuskan terlebih 
dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.  
Praktik pengajuan gugatan ke pengadilan, terkadang para pihak sulit 
untuk menghindari adanya sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. 
Hal ini disebabkan perbedaan penafsiran dari pelaksanaan perjanjian itu 
sendiri. Dalam hal terjadinya sengketa dan para pihak tidak menemui kata 




pihak dapat menempuh upaya hukum melalui pengajuan gugatan ke 
pengadilan negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili 
sengketa tersebut. Dalam hal terjadi sengketa akibat penafsiran perjanjian 
Pengadilan Negeeri manakah yang berwenang mengadili perkara tersebut, 
Pengadilan Negeri sesuai domisili yang dipilih para pihak dalam perjanjian 
ataukah Pengadilan Negeri domisili tergugat.  
Pilihan domisili dan kewenangan relatif pengadilan persetujuan para 
pihak mengenai pilihan domisili, pada prinsipnya tunduk pada prinsip 
kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan demikian, kesepakatan tersebut mengikat 
kepada para pihak untuk beritikad baik menaati dan melaksanakannya. 
Namun, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, terdapat 
perkecualian yang membuat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut 
menjadi tidak bersifat mutlak. Ketentuan Pasal 118 ayat (4)HIR mengatur 
sebagai berikut: “Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat 
berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat 
itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat 
kedudukan yang dipilih itu.” 
Pengajuan gugatan ke Pengadilan terdapat aspek kompentesi yang 
harus diperhatikan. Kompentensi dapat diartikan sebagai kewenangan 
mengadili suatu pengadilan. Artinya, suatu pengadilan baru dapat memutus 
suatu perkara apabila sesuai dengan kompentesinya atau kewenangannya. 




kewenangan suatu pengadilan sebelum memutuskan untuk mengajukan 
sengketa/perkaranya ke pengadilan. Sebab, apabila para pihak tetap 
mengajukan sengketa/perkaranya ke pengadilan, sedangkan pengadilan 
tersebut tidak memiliki kompentensi atau kewenangan untuk mengadilinya, 
maka sengketa/perkara tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima”. 
Masyarakat awam yang menginginkan kepastian hukum atas suatu 
hak, mengajukan permasalahannya melalui gugatan atau permohonan ke 
pengadilan. Namun sering pula terombang-ambing dari penyelesaian perkara 
yang sederhana, cepat dan biaya ringan berkenaan kewenangan mengadili 
suatu pengadilan. Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan 
penelitian dengan judul “Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan 
Kompetensi Relatif Pengadilan (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs.” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana kedudukan hukum identitas domisili tergugat pada Putusan 
Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs? 
2. Bagaimana peranan identitas domisili tergugat dalam menentukan 
kompetesi relatif pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs? 
C. Tujuan Penelitian  
Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 




1. Untuk mengetahui kedudukan hukum identitas domisili tergugat pada 
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs. 
2. Untuk mengkaji peranan identitas domisili tergugat dalam menentukan 
kompetesi relatif pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan 
pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun dari segi 
praktis.  
1. Secara Teoritis  
Hasil penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah keilmuan 
khususnya di bidang ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata di 
lingkungan pengadilan negeri yang berkaitan dengan asas forum domisili 
dalam perkara wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Hasil 
penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pijakan atau referensi 
guna penelitian selanjutnya terkait dengan permasalahan tersebut.  
2. Secara Praktis 
Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama bagi pihak-pihak 
yang sedang bersengketa dan dalam hal ini juga untuk mengetahui praktek 
di lapangan peradilan tentang kinerja hakim dan mengetahui kewenangan-
kewenangan pengadilan baik pengadilan negeri maupun agama. Sehingga 
masyarakat dapat mengetahui pengadilan yang sesuai saat mengalami 




E. Tinjauan Pustaka  
Kholid, Muhamad (2015), Kewenangan Pengadilan Negeri dan 
Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, Adliya, Vol. 9, No. 1, 
(Edisi: Januari-Juni 2015). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa penyelesaian perkara 
dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan (litigation) dan luar 
pengadilan (non litigation). Untuk kasus sengketa bisnis maka pengadilan 
yang berwenang adalah Pengadilan Negeri yang berada di lingkungan 
Peradilan Umum sedangkan luar pengadilan diantaranya dapat dilakukan 
melalui Lembaga Arbitrase. Dengan demikian masing-masing lembaga 
merasa memiliki kewenangan untuk memeriksa mengadili, dan memutus 
suatu perkara bisnis sehingga terjadi tarik-menarik kewenangan yang 
menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Tulisan ini akan memberikan 
gambaran tentang kewenangan masing-masing dari Pengadilan Negeri dan 
Lembaga Arbitrase dalam memeriksa mengadili, dan memutus suatu perkara 
bisnis yang selaras (konsisten) dengan asas-asas hukum yang berlaku di 
Indonesia. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase yang 
disepakati oleh para pihak dalam bidang bisnis (perdagangan) baik sebelum 
sengketa terjadi (pactum de compromitendo) maupun sesudah sengketa terjadi 
(acta compromise) bersifat mengikat dan dijadikan pegangan dalam 
menyelesaikan masalahnya serta menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Negeri 




memberlakukan undang-undang arbitrase yang merupakan aturan khusus (lex 
specialist) untuk aturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non 
litigation) melalui lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
dibandingkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang 
membahas penyelesaian sengketa secara umum (lex generalist). 
Randang, Ivan S. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas 
Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan. Lex Privatum, 
Vol. 4, No. 1 (2016). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
bagaimana kedudukan hukum identitas domisili dan bagaimana peranan 
identitas domisili dalam menentukan kompetesi relative. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metede penelitian 
yuridis normative. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1. Kedudukan hukum identitas 
domisili menunjukkan pada suatu tempat yang sah sebagai tempat kediaman 
yang tetap bagi seseorang atau tempat tinggal resmi. Arti pentingnya domisili. 
bagiorang atau badan hukum ialah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, 
penentuan status dalam setiap peristiwa hukum atau berperkara dengan 
pengadilan. Pengadilan Negeri yang berwenang menyelesaikan perkara 
perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat diatur 
dalam Pasal 118 HIR. 2. Peranan identitas domisili dalam menentukan 
kompetensi relatif menunjukkan bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat 




gugatan dan tuntutan hak. Oleh karena itu kompetensi relatif berkaitan dengan 
wilayah hukum pengadilan yang berkompetensi mengadili. 
Memi, Cut, (2017), Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut antara 
Arbitrase dan Pengadilan, Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 2 (2017). Pasal 3 
Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan 
bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa 
para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, akan tetapi sampai 
saat ini masih saja terdapat pertentangan kompetensi absolut antara arbitrase 
dan pengadilan. Sebagai contoh sekaligus fokus dalam pembahasan tulisan ini 
adalah dalam hal penanganan perkara antara PT B melawan PT CTPI. Metode 
yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan Putusan Nomor 
10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, perkara ini telah diputus oleh pengadilan 
dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang 
mengadili perkara bahkan putusan ini kemudian dikuatkan sampai tingkat 
peninjauan kembali di Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 238 
PK/PDT/2014. Sementara di pihak lain perkara ini juga diputus oleh Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Putusan Nomor 547/XI/ARB-
BANI/2013 menyatakan bahwa BANI berwenang dalam mengadili perkara 
yang sama. Pertentangan kompetensi absolut antara dua lembaga tersebut 
tentu perlu diselesaikan dengan menentukan lembaga mana yang sebenarnya 
berwenang dalam menangani perkara bersangkutan. Berdasarkan kajian yang 




dalam mengadili perkara PT B melawan PT CTPI adalah BANI bukan 
pengadilan. 
Surya, Aji & Suharta, Nengah, (2019), Tinjauan terhadap Kekuasaan 
Relatif dan Absolut Serta Ganjalan dalam Kekuasaan Peradilan Agama di 
Indonesia, Kertha Wicara (E-Journal Ilmu Hukum), Vol. 8 No. 5 (2019). 
Tujuan dibuatnya penelitian ini dimana halnya untuk memberikan kejelasan 
apa-apa saja yang menjadi kekuasaan relative dan absolute serta apa saja yang 
menjadi ganjalan dalam kekuasaan peradilan agama di Indonesia. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang melakukan 
penetlitian terhadap asas hukum serta menggunakan berbagai data sekunder 
berupa peratutan perundang-undangan serta pendapat para sarjana, penelitian 
jenis normative ini menggunakan analisis kulaitatif yakni dengan menjelaskan 
data-data yang ada dengan kata-kata.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa tinjauan terhadap kekuasaan 
relatif dan absolut serta ganjalan dalam kekuasaan dalam peradilan agama di 
Indonesia yang mana dalam penelitian ini disimpulkan bahwa di dalam 
kekuasaan dari peradilan agama di Indonesia ini memiliki ganjalan yang 
terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
itu sendiri. 
Gerhastuti, Kharisma Galu & Yunanto, Herni Widanarti, (2017), 
Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan 
Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam. Diponegoro 




untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama 
dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang Islam dan 
mengetahui akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 
yuridis normatif. 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 telah 
menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk mengesahkan 
pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam, namun praktiknya 
Pengadilan Negeri masih mengesahkan permohonan pengangkatan anak orang 
yang beragama Islam yang seharusnya sudah menjadi kewenangan absolut 
dari Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa 
pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam telah menjadi 
kewenangan Pengadilan Agama. Masih adanya orang Islam yang mengajukan 
permohonan ke Pengadilan Negeri menunjukkan pengaturannya belum 
tersosialisasi secara baik. Pengangkatan anak baik melalui Pengadilan Negeri 
maupun Pengadilan Agama tidak boleh memutus hubungan darah antara anak 
dan orang tua kandungnya. Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak 
melalui Pengadilan Negeri anak dapat memperoleh hak waris sebatas harta 
gono-gini dari orang tua angkatnya, sementara melalui Pengadilan Agama 
anak hanya berhak atas wasiat wajibah yang besarnya paling banyak 1/3 




F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 
yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, sumber datanya diperoleh 
melalui penelusuran dokumen. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan 
karena sumber data utamanya berasal dari dokumen, seperti undang-undang, 
putusan dan lainnya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian 
kepustakaan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum identitas 
domisili dan peranan identitas domisili dalam menentukan kompentensi relatif 
pada putusan nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
normatif. Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan 
berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum 
dan pendapat para sarjana. Penelitian normatif bermaksud menjelaskan data 
yang ada dengan kata-kata atau pernyataan. Penelitian hukum normatif 
mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap 
sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian 
sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.4 
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dilakukan 
untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Penelitian hukum yang  
                                                 
4 Fajar N.D, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 




normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, 
yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, 
keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana 
hukum terkemuka.5 
3. Sumber Data 
Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang 
berisi segala peraturan yang berkaitan dengan kedudukan hukum identitas 
domisili, dalam hal ini difokuskan pada peraturan perundang-undangan dan 
contoh putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari atas 
dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.  
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan 
hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan sifatnya tidak 
mengikat. Contohnya, hasil-hasil penelitian hukum, literature (buku-buku 
ilmiah) hukum resmi maupun tidak resmi diterbitkan, jurnal, media massa, 
dan makalah-makalah. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 
kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian 
kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-
teori dan informasi-informas serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan 
perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya terkait dengan kedudukan 
                                                 




hukum identitas domisili dan peranan identitas domisili dalam menentukan 
kompetesi relatif. Studi dokumen dilakukan dengan mencari data-data berupa 
putusan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
5. Metode Analisis Data  
Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-
data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. 
Penejelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. 
Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis 
menggunakan teknik analisis data secara kualitatif.  
Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan 
cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian 
lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara 
sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif 
dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), 
kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusanmasalah 
dalam penelitian ini.6 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika penulisan skripsi merupakan gambaran tentang isi skripsi 
ini. Untuk memberikan gambaran skripsi, maka penulis menyusun sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
 
 
                                                 
6 Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 




Bab I  Pendahuluan 
Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual 
Bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang hukum acara perdata 
yang menjelaskan pengertian hukum acara perdata, sumber hukum 
acara perdata, asas-asas hukum acara perdata; tinjauan umum tentang 
pengadilan negeri yang menjelaskan pengertian pengadilan negeri, 
asas-asas tentang pengadilan umum atau negeri, kewenangan 
pengadilan negeri, kedudukan pengadilan negeri; dan kekuasaan atau 
kompetensi mengadili dalam hukum acara perdata yang menjelaskan 
kompetensi absolut dan kompetensi relatif.  
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
kedudukan hukum identitas domisili pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/ 
2020/PN Bbs dan peranan identitas domisili dalam menentukan 
kompetesi relatif pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs. 
Bab IV Penutup  
Penutup berisi atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 
diuraikan simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat 






A. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata  
1. Pengertian Hukum Acara Perdata  
Hukum Acara Perdata bisa juga disebut dengan hukum perdata formil 
yakni seluruh kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana 
melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang 
diatur dalam hukum perdata materiil.7 Sudikno Mertokusumo juga 
berpendapat bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang 
mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil 
dengan perantaraan hakim.8 
Hukum Acara Perdata digunakan untuk menjamin terlaksananya 
Hukum Perdata. lebih melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan 
kaidah hukum perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan, hal ini 
berbeda dengan hukum perdata yang lebih mengatur tentang hak dan 
kewajiban seseorang terhadap yang lain. Hukum Acara Perdata dapat diartikan 
sebagai hukum yang mengatur mengenai cara untuk mengajukan hak, 
memeriksa, memutus perkara hingga pelaksanaan putusan tersebut. Tuntutan 
hak yang dimaksudkan di sini adalah tindakan yang bertujuan mendapat 
perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pengadilan. 
                                                 
7 Sutantio, Retnowulan & Kartawinata, Iskandar Oerip, Hukum Acara Perdata: Dalam 
Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 1. 





Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara orang 
mengajukan perkara ke pengadilan, cara pihak yang terserang kepentingannya 
mempertahankan diri, cara hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang 
berperkara sekaligus memutus perkara tersebut dengan adil, cara 
melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan 
kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan 
sebagaimana mestinya.9 
Hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-
hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sanksi 
yang sifatnya memaksa.10 Hukum acara perdata mengatur siapa saja orang-
orang yang dapat melakukan penuntutan hak hukumnya. Sedangkan menurut 
Retnowulan Sutantio & Iskandar Oerip Kartawinata mendefinisikan hukum 
acara perdata sebagai keseluruhan kaidah hukum yang menentukan dan 
mengatur cara bagaimana melaksanakan hak–hak dan kewajiban perdata 
sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.11 
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka hukum acara 
perdata dapat juga disebut sistem perdata formil. Artinya, adalah sebuah 
perangkat yang teratur dan memiliki kaitan satu sama lain (dari tahapan 
pengajuan gugatan sampai putusan) yang bertujuan menegakkan perdata 
                                                 
9 Wardah, Sri & Sutiyoso, Bambang, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di 
Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hlm. 9. 
10 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan  Praktik , Jakarta:  Sinar Grafika, 2011, 
hlm. 4. 
11 Sasangka, Hari & Rifa’i, Ahmad, Perbandingan HIR dan RBG, Bandung: Mandar 




materil melalui proses peradilan. Hukum Acara Perdata itu sebenarnya 
mempunyai dua unsur yang diaturnya, yakni orang yang maju bertindak ke 
muka pengadilan karena terjadinya pelanggaran atau peristiwa perdata yang 
perlu ditertibkan kembali dan pengadilan itu sendiri yang akan menertibkan 
kembali hukum perdata yang telah dilanggar tersebut. Maka tujuan suatu 
proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan 
bagaimanakah hukumnya suatu kasus, yakni bagaimanakah hubungan hukum 
antara dua pihak yang berperkara itu yang sebenarnya dan seharusnya. Jadi 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil yang 
diputuskan atau ditetapkan dapat diwujudkan lewat pengadilan. 
2. Sumber Hukum Acara Perdata 
Sumber hukum dibedakan dalam arti formal dan dalam arti materiil. 
Salmond mendefinisikan sumber hukum dalam arti formal sebagai sumber 
yang bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan 
hukum. Sedangkan hukum dalam arti materiil adalah sumber berasalnya 
substansi hukum.12 Sumber hukum acara perdata terdiri atas kebiasaan, 
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, ajaran atau doctrin dan traktat. 
Dari beberapa sumber terebut yang dirasa sangat berperan yaitu peraturan 
perundang-undangan dan yurisprudensi.13  
Sumber hukum merupakan tempat kita menemukan dan menggali 
kaidah-kaidah atau norma-norma yang kita butuhkan. Hukum acara perdata 
                                                 
12 Marzuki, P. M., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2008, hlm. 257-258. 




yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan Rbg. 
untuk luar Jawa dan Madura (SEMA 19/1964 dan 3/1965).  
Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 1 
Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan 
Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil maka disebutkan 
bahwa sumber hukum acara perdata adalah sebagai berikut: 
a. Het Herziene Indonesich Reglement (HIR atau Reglement yang 
diperbaharui: S.1848 No. 16, S.1941 No. 44) untuk Jawa dan Madura;  
b. Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg atau Reglement daerah sebrang: S. 
1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura;  
c. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (RV atau Reglement, S. 1847 
No. 52, 1849 No. 63) hukum acara perdata untuk golongan Eropa;  
d. Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der justitie in 
Indonesie (RO atau Reglement tentang Organisasi Kehakiman: 1847 No. 
23); 
e. Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
yaitu khususnya dalam buku IV (Pasal 1865 s.d 1993);  
f. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (LN 1974) tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman 
lalu diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman lalu diubah lagi dengan Undang-Undang 




g. Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening atau Kitab 
Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan;  
h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Acara Pemberian Izin 
Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perkawinan 
dan sebagainya;  
i. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 
memberlakukan HIR (Het Herziene Indonesich Reglement);  
j. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
k. Adat Kebiasaan, menjadi sumber hukum acara perdata digunakan oleh 
hakim dalam penemuan hukum;  
l. Doktrin atau pendapat para sarjana merupakan sumber hukum acara 
perdata, sumber dimana hakim dapat menggali hukum acara perdata. 
Tetapi doktrin bukanlah hukum, melainkan sumber hukum;  
m. Perjanjian Internasional, dapat menjadi sumber hukum acara perdata 
sesuai dengan kebutuhan asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang 
ada di Indonesia.  
n. Yurisprudensi, keputusan hakim sebelumnya menjadi acuan untuk hakim 
berikutnya memutuskan perkara terhadap perkara yang hampir sama tetapi 
tidak memutuskan dengan pertimbangan dan keputusan yang sama;  




Untuk menjalankan hukum acara perdata menurut Undang-Undang 
Darurat No. 1 Tahun 1951 terbagi menjadi 3 (tiga) aturan pokok, yaitu HIR 
(HetHerziene Indonesisch Reglement) dijadikan pedoman penegakan hukum 
acara perdata di Pulau Jawa dan Madura, RBg (Rechsreglement 
Buitengwestern) dijadikan pedoman penegakan hukum acara perdata di luar 
Pulau Jawa serta Madura, lain halnya dengan Rv (Reglement op de Burgeriljke 
rechtsvordering) dijadikan pedoman penegakan hukum acara perdata bagi 
golongan Eropa. Menurut Supomo dengan dihapuskannya Raad Justitie dan 
Hooggerechtshof, maka Rv sudah tidak berlaku lagi, sehingga denngan 
demikian hanya HIR dan RBg sajalah yang berlaku.14  
Disamping sumber hukum utama tersebut, yang merupakan sumber 
hukum acara perdata, antara lain Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang 
Banding, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 
tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, dan 
perundang-undangan lainnya.  
3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata 
Hukum acara perdata merupakan suatu proses untuk melakukan 
penyelesaian  suatu  sengketa  yang  terjadi  antara  satu  orang   dengan  orang  
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lainnya. Di dalam suatu penerapan hukum acara perdata di Indonesia, terdapat 
beberapa asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan hukum acara perdata 
yaitu yang menurut Bambang Sugeng dan Sujadi adalah sebagai berikut: 
a. Hakim bersifat pasif. Asas ini mengandung makna bahwa ruang 
lingkupatau luas pokok perkara yang diajukan ditentukan oleh para pihak 
yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh 
gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut 
atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. 
b. Sidang pengadilan terbuka untuk umum. Setiap orang dibolehkan hadir 
dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Apabila pemeriksaan 
dilakukan secara tertutup ataupun putusan diucapkan dalam sidang yang 
dinyatakan tidak terbuka untuk umum, maka akan mengakibatkan putusan 
tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta 
mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum, kecuali ditentukan 
lain oleh undang-undang. 
c. Mendengar kedua belah pihak. Dalam hal ini, para pihak harus 
diperlakukan sama, hakim tidak boleh mendengar dan memberi 
kesempatan hanya kepada salah satu pihak saja tanpa ada kesempatan 
berpendapat dari pihak lain. 
d. Putusan harus disertai alasan. Asas ini berarti bahwa putusan yang 
dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup.Putusan 




pertimbangan dan merupakan masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang 
seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. 
e. Tidak ada keharusan mewakilkan. Dalam HIR, para pihak tidak 
diwajibkan untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain sehingga 
pemeriksaan di persidangan terjadi kepada para pihak yang 
berkepentingan secara langsung. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu 
oleh seorang advokat yang bertindak sebagai kuasa dari pihak yang 
bersangkutan atau seseorang yang mempunyai hubungan keluarga. Hakim 
harus tetap memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya meskipun para 
pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. 
f. Proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas ini mengandung 
makna bahwa proses persidangan harus dilakukan dengan acara yang jelas, 
mudah dipahami dan tidak berbelit-belit sebagaimana diatur dalam UU 
Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4). Pemeriksaan dan penyelesaian 
perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif serta dengan biaya yang 
dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, 
dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud tidak menyampingkan 
ketelitian dan kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam 
pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.15 
Melalui asas-asas yang telah disebutkan di atas, hukum acara perdata 
diharapkan dapat berjalan sesuai kaidah dan asas-asas yang menguntungkan 
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para pihak serta menyelesaikan sengketa dengan baik. Asas-asas hukum acara 
perdata dalam praktek peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut:  
a. Asas hakim bersifat menunggu. Dalam hukum acara perdata, inisiatif 
untuk mengajukan tuntutan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang 
berkepentingan yang merasa dan dirasa bahwa haknya telah dilanggar 
orang lain. Apabila tuntutan tidak diajukan para pihak yang 
berkepentingan maka tidak ada hakim yang mengadili perkara yang 
bersangkutan (nemo judex sine actore). Hakim dalam hal ini tidak boleh 
mempengaruhi para pihak agar mengajukan suatu gugatan, konkretnya 
hakim bersikap menunggu apakah suatu perkara akan diajukan atau 
tidak.16 
b. Asas hakim pasif (lijdelijkheid van rehcter). Hakim di dalam memeriksa 
perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas 
pokok sengketa yang diajukan kepadanya untuk diperiksa pada asasnya 
ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim 
hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 
hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan. Akan tetapi 
sebaliknya, hakim harus aktif dalam memimpin sidang, melancarkan 
jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari 
kebenaran.17 Asas hakim pasif memberikan batasan kepada hakim untuk 
tidak  dapat  mencegah  apabila  gugatan  tersebut  dicabut  atau para pihak  
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akan melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR) atau hakim hanya mengadili 
luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan 
atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut (Pasal 178 ayat 
(2) dan ayat (3) HIR).18  
c. Asas pengadilan yang terbuka untuk umum (openbaarheid van 
Rechtcspraak). Sifat terbukanya pengadilan baik dalam tahap pemeriksaan 
maupun dalam tahap pembacaan putusan. Apabila putusan diucapkan 
dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan 
itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan 
batalnya putusan itu menurut hukum.19 Kecuali ada alasan penting atau 
karena ketentuan undang-undang, hakim memerintahkan supaya sidang 
dilakukan dengan pintu tertutup. Perkara semacam ini biasanya 
berhubungan dengan soal kesusilaan atau hal yang tidak patut didengar 
oleh umum, sehingga apabila umum dapat mendengar pihak yang 
bersangkutan segan atau malu mengemukakan hal yang sebenarnya secara 
terus terang.20 Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi perlindungan 
hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin 
obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan 
yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.21  
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d. Asas mendengar kedua belah pihak yang berperkara (horen van beide 
partijen). Setiap pihak-pihak yang berperkara harus didengar atau 
diperlakukan sama serta diberikan kesempatan yang sama untuk membela 
kepentingan mereka. Hal ini berarti dalam pengajuan alat bukti baik 
berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah harus dilakukan 
di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa.22 
Hakim tidak boleh memihak apabila perkara itu telah resmi dibawa ke 
muka sidang dan mulai diperiksa. Dalam pemeriksaan tersebut hakim 
betul-betul harus bersikap bebas tidak memihak. Dalam sidang itu hakim 
akan mendengar keterangan kedua belah pihak dengan pembuktiannya 
masing-masing sehingga hakim dapat menentukan segala sesuatunya guna 
penyelesaian perkara secara adil.23  
e. Asas putusan harus disertai alasan. Alasan-alasan atau argumentasi itu 
dimaksudkan sebagai pertanggungan jawab hakim dari pada putusannya 
terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu 
hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena 
adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan 
karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.24  
f. Beracara dikenakan biaya. Biaya perkara dalam acara perdata meliputi 
biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuaan para pihak, biaya 
materai  dan  biaya  pengacara  jika  menggunakan  pengacara.  Sedangkan  
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bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat 
mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin 
untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara dengan mengajukan 
surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 237 
HIR, 273 RBg).25  
g. Tidak ada keharusan mewakilkan. HIR tidak mewajibkan para pihak untuk 
mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan 
terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan 
tetapi, jika para pihak menginginkan diwakili oleh kuasa atau pengacara 
dalam hukum acara perdata dibolehkan. Dengan demikian hakim tetap 
wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak 
tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.26  
B. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Negeri  
1. Pengertian Pengadilan Negeri  
Peradilan dalam istilah Inggris disebut judiciary dan rechspraak dalam 
bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut Subekti dan 
Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan 
dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan 
istilah peradilan menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam 
rangka  menegakan  hukum,  sedangkan  pengadilan  ditujukan  kepada badan  
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atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan 
satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan 
menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas 
dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in 
concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, 
dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.27 
Pengadilan Negeri adalah suatu Pengadilan (yang umum) yang 
memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala 
perkara perdata dan perkara pidana untuk semua golongan.28 Menurut kamus 
Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara 
peradilan.29 Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan 
disuatu lembaga.30 Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha 
yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha 
menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang 
bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-
ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan 
atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili 
perselisihan-perselisihan hukum.31 
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Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah 
Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan 
pada umumnya. Peradilan umum meliputi: 
a. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah 
hukum meliputi wilayah provinsi. 
b. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan 
daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus 
lainnya spesialisasi, misalnya: Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, 
Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak. 
Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 
menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat 
pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan 
eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian 
hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam 
peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri. Tetapi di samping kepastian 
hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya 
kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah 
terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga 
harus mampu diwujudkan oleh Peradilan Umum. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengadilan negeri 
adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan 




daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah 
kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat 
memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada 
instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta. 
2. Asas-asas tentang Peradilan Umum atau Negeri  
Pada dasarnya terdapat kolerasi antara tujuan, sifat dan asas-asas 
hukum acara pidana. Asas-asas umum hukum acara pidana dan perundang-
undanganterkait lainya, yakni:  
a. Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang 
Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yang menentukan, bahwa negara 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas pengadilan luhur sifatnya, 
oleh karena itu tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, sesama 
manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh 
karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga pengadilan, 
bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan 
berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku 
yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya pengadilan, 
sebagimana yang sudah ditentukan dalam penjelasan Pasal 218 Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana.32 
                                                 
32 Bakhri, Syaiful, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, 




b. Asas Praduga Tidak Bersalah. Salah satu asas terpenting dalam peradilan 
umum, adalah asas praduga tidak bersalah. Asas ini termuat pertama kali, 
dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas inilah jelas 
bahwa tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib 
mendapat hak-haknya. Karena itu setiap orang yang disangka, ditangkap, 
ditahan, dituntut dan atau bersalah sebelum adanya putusan pengadilan 
wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahanya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.33 
c. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Asas ini disebut juga 
sebagai contante justice. Sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak 
diberlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh 
proses yang procedural hukum serta proses adminitrasi biaya perkara yang 
ringandan tidak terlalu membebaninya. Dalam praktek ditentukan batasan 
asas ini, sebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992.34 
d. Asas Hak Ingkar. Tujuan asas ini, adalah untuk memberikan perlindungan 
hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk menjamin 
objektivitas   peradilan,   dengan  mempertanggungjawabkan  pemeriksaan  
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yang fair tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. 
Pihak yang diadili, mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili 
perkaranya, dalam hal mengajukan keberatan-keberatan, yang disertai 
dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim, yang akan mengadili 
perkaranya. Putusan hal tersebut dilakukan oleh pengadilan, dan berkaitan 
juga dengan hakim yang terikat dengan hubungan dengan keluarga.35 
e. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Kehadiran Terdakwa. 
Asas ini penting, kerena terdakwa mesti hadir dalam persidangan, guna 
memeriksa secara terang dan jelas, sehingga perkara dapat diputuskan 
dengan hadirnya terdakwa. Ketentuan mengenai hal ini, diatur dalam pasal 
154-155 KUHAP, dipandang sebagai pengecualian asas ini, ialah 
kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yakni putusan 
verstek atau/in absentia. Tetapi ini hanya merupakan pengecualian, yakni 
dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Juga dalam hal 
hukum acara pidana khusus, sebagaimana dalam Undang-undang No.11 
(PN-PS) tahun 1963 Tentang Subsversi. Atau dalam perkara tindak pidana 
korupsi, yang mengenal putusan in absentia.36 
f. Asas Equality Before The Law. Perlakuan yang sama terhadap setiap orang 
didepan hukum. Bermakna bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa 
yang disebut forum priveligiatum atau perlakuan yang bersifat khusus, 
bagi   pelaku-pelaku  tertentu   dari   suatu   tindak  pidana,   karena   harus  
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dipandang mempunyai sifat-sifat yang lain, yang dimiliki oleh rakyat pada 
umumnya, misalnya sifat sebagai Menteri, Anggota Parlemen, Kepala 
Daerah dan sebagainya.37 
g. Asas Bantuan Hukum. Asas memberikan bantuan hukum seluas-luasnya, 
bermakna bahwa setiap orang wajib diberi kesempatan untuk memperoleh 
bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan 
pembelaan. 
h. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan. Artinya adalah, 
bahwa pemeriksaan langsung terhadap terdakwa, dan tidak secara tertulis 
antara Hakim dan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 
KUHAP.38 
3. Kewenangan Pengadilan Negeri 
Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering 
disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang 
atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam 
Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru 
dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. 
Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur 
dalam peraturan perundangundangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari 
Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan 
Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.  
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Konteks Negara yang berdasarkan hukum tidak bisa dilepaskan dari 
Konstitusi yang menjadi dasar sebuah Negara hukum. Konstitusi merupakan 
bentuk manifestasi dari konsep sebuah Negara hukum. Konstitusi berfungsi 
untuk mengatur penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ 
negara. Agar organ-organ negara ini dapat berjalan dengan baik, maka harus 
diberikan dan dibatasi kewenangannya sesuai dengan fungsinya. Adanya 
pengaturan dan pembatasan kewenangan inilah diharapkan organ-organ 
negara dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan agar tidak 
terjadi kewenangan yang saling tumpang tindih diantara organ-organ negara 
tersebut. 
Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa “Kewenangan adalah 
kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara 
lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”. Kewenangan hanya 
dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau dengan delegasi.39 
Adapun Abdul Rasyid Thalib menambahkan bahwa Kewenangan yang 
dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan atau Lembaga negara dalam 
melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan, atau mengeluarkan 
keputusan selalu dilandasi kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara 
atribusi, ataupun delegasi, ataupun mandat.40 Pengertian Atribusi menunjuk 
pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD) atau ketentuan 
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Hukum Tata Negara. Pada kewenangan yang diperoleh dengan cara delegasi 
harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan 
yang lain. Adapun mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti 
pemberian wewenang. Akan tetapi pejabat yang diberi mandat bertindak atas 
nama pemberi mandat.41 Berkaitan dengan atribusi, delegasi, dan mandat, Van 
Wijk dan Wililem Konijnenbelt, seperti yang di kutip oleh Ridwan, 
didefinisikan sebagai berikut.  
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-
undang kepada organ pemerintahan. 
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 
pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya. 
c. Mandat adalah pemberian izin yang dilakukan oleh organ pemerintahan 
agar kewenangannya dijalankan oleh organ pemerintahan yang lain atas 
namanya.42 
Segala bentuk kewenangan organ-organ negara harus di dasari oleh 
konstitusi dan tata urutan perundang-undangan yang berlaku, baik itu 
kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, delegasi, maupun mandat. 
Hal ini dimaksudkan agar kewenangan yang dimiliki oleh organ-organ negara 
tersebut sah dan tidak melanggar konstitusi. Hanya dengan kekuatan undang-
undang maka kewenangan pemerintah dapat dinyatakan menurut UUD atau 
undang-undang organik yang dibentuk oleh legislatif. 
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Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan 
oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak pada 
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. 
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang 
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan 
perkara perdata di tingkat pertama. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1986 disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang 
mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Kewenangan 
Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup segala bentuk tindak 
pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan dari 
peradilan militer. Sedangkan dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri 
berwenang menagdili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata 
tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. 
4. Kedudukan Pengadilan Negeri 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, Pengadilan 
adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan 




satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada 
umumnya. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum 
dilaksanakan oleh: a. Pengadilan Negeri; b. Pengadilan Tinggi diatur dalam 
Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 3 ayat (1).  
Tempat kedudukan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 4 ayat (1) 
Pengadilan Negeri berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten, 
dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau Kabupaten. 
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tersebut maka wewenang mengadili ini memiliki 
implikasi yuridis yaitu berkaitan dengan kompetensi relatif dan komepetsi 
absolute dari masing-masing lembaga peradilan.  
Kekuasaan atau wewenang mengadili ini ada dua macam kompetensi, 
yaitu: kompetensi absolute dan relatif. Kompetensi absolute yaitu kompetensi 
yang berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili 
pada satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya. 
Kompetensi relatif yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pembagian 
wilayah kekuasaan mengadili antara peradilan yang satu dengan peradilan 
yang lain dalam satu lingkungan peradilan.  
C. Kekuasaan atau Kompetensi Mengadili dalam Hukum Acara Perdata 
Kata “kekuasaan” sering juga disebut “kompetensi”, berasal dari 
bahasa Belanda yakni “competentie” yang memiliki makna “wewenang”,43 
jadi  ketiganya  memiliki  makna  yang  sama.  Berbicara mengenai kekuasaan  
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mengadili suatu peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, 
maka di dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua macam kompetensi yakni 
kekuasaan kehakiman atribusi atau kompetensi absolut (attributie van 
rechtsmacht) dan kekuasaan kehakiman distribusi atau kompetensi relatif 
(distributie van rechtsmacht),44 sekaligus berbicara mengenai tempat 
mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi 
kekuasaan pengadilan. 
1. Kompetensi Absolut 
Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak adalah kekuasaan 
pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau 
tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis 
pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.45 Kompetensi absolute 
merupakan pembagian kekuasaan antara badan peradilan, dilihat dari macam-
macamnya pengadilan dan menyangkut pemberian kekuasaan mengadili atau 
dalam bahasa Belanda disebut attributie van rechtsmacht.46 
Menurut Cik Hasan Bisri, kompetensi absolut berkenaan dengan jenis 
perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan, dimana Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara perdata tertentu, dikalangan golongan rakyat tertentu 
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yakni orang-orang yang beragama Islam.47 Menurut Mariyadi, kompetensi 
absolut dari suatu Badan Peradilan adalah kompetensi mengadili suatu perkara 
tertentu secara mutlak tidak dapat diadili oleh Badan Peradilan lain yang 
berbeda, karena kompetensi absolut dari masing-masing Badan Peradilan telah 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.48 
Ditinjau dari segi kekuasaan absolut atau kompetensi absolute 
mengadili, kedudukan pengadilan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Kompetensi Absolut Berdasarkan Pembagian Lingkungan Peradilan 
Seperti yang telah kita ketahui, bahwa ada empat Peradilan yang 
berada di bawah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi, yang merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang 
yudikatif. Walaupun samasama merupakan penyelenggara kekuasaan 
negara, namun kompetensi dari keempat peradilan tersebut berbeda-beda. 
Menurut Yahya Harahap, kompetensi masing-masing lingkungan 
peradilan adalah sebagai berikut: 
1) Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan pada Pasal 50 dan 
Pasal 51 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, 
hanya berwenang mengadili perkara: Pidana (pidana umum dan 
khusus) dan Perdata (perdata umum dan niaga). 
2) Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 
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tentang Peradilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara bagi 
rakyat yang beragama Islam, dinyatakan bahwa: Pengadilan agama 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 
bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 
shadaqah, dan ekonomi syari'ah. 
3) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), menurut Pasal 47 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, kewenangannya terbatas 
dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara. 
4) Peradilan Militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang 
No. 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang 
terdakwanya terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.49 
Berdasarkan uraian di atas, jika ditinjau dari segi pembagian 
lingkungan kekuasaan kehakiman, maka undang-undang telah menentukan 
batas yuridiksi masing-masing lingkungan peradilan. Oleh karena itu, 
sebelum mengajukan gugatan harus diteliti terlebih dahulu apakah perkara 
yang diajukan itu termasuk kewenangan absolut dari salah satu lingkungan 
peradilan atau tidak. Hal ini perlu dilakukan, agar nantinya dalam 
pengajuan gugatan tidak melanggar batas kompetensi absolut yang 
digariskan oleh undang-undang. Jika tejadi pelanggaran terhadap batas 
kompetensi absolut, maka akan mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak 
diterima dengan alasan pengadilan tidak berwenang untuk mengadili. 
                                                 




b. Kompetensi Absolut Extra Judicial Berdasarkan Yuridiksi Khusus (Secific 
Juridiction) oleh Undang-Undang 
Selain pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan 
kehakiman, tedapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan 
yuridiksi khusus (specific juridiction) yang diatur dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan. Badan yang bertindak melakukan 
penyelesaian perkara, dalam hal ini disebut dengan peradilan semu atau 
extra judicial, yang mana kedudukan badan tersebut berada di luar 
kekuasaan kehakiman. Di dalam perundang-undangan, dijumpai beberapa 
badan extra judicial yang memiliki kompetensi absolut dalam 
menyelesaikan jenis sengketa tertentu, diantaranya sebagai berikut: 1) 
Arbitrase, 2) Panitia penyelesaian Perselisihan Pemburuhan, 3) Pengadilan 
Pajak, dan 4) Mahkamah Pelayaran.50 
c. Kompetensi Absolut berdasarkan Faktor Instansional 
Kompetensi absolut berdasarkan faktor instansional ini juga 
merupakan salah satu faktor yang menjadi dasar terbentuknya kompetensi 
absolute mengadili.51 Adapun penyelesaian perkara menurut faktor ini: 
1) Pengadilan Tingkat Pertama. Badan peradilan yang ada di Indonesia 
yang merupakan pengadilan tingkat pertama yakni Peradilan Umum, 
Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. 
Karena  disebut  sebagai  peradilan  tingkat  pertama,  maka  tugas  dan  
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wewenang peradilan tersebut, yakni memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara perdata. Jadi pengadilan tingkat pertama ini, 
secara absolute hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan 
perkara perdata pada tingkat pertama. 
2) Pengadilan Tingkat Banding. Banding adalah permohonan yang 
diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, agar 
penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat 
pertama dapat diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding 
yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi.52 Jadi, fungsi dan kewenangan 
Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding melakukan 
koreksi terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama. 
3) Pengadilan Kasasi. Kasasi adalah suatu upaya hukum yang kedua, 
yang diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas atas putusan atau 
penentapan di bawah Mahkamah Agung.53 Dalam pemeriksaan kasasi 
hanya terbatas mengenai ada atau tidaknya melampaui batas 
kewenangan mengadili, kesalahan penerapan hukum yang dilakukan 
oleh pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding dalam 
memeriksa atau mumutus perkara, dan juga ada kelalaian dalam cara 
mengadili menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan.54 
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2. Kompetensi Relatif 
Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu 
jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan 
yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.55 Menurut Taufik Makaro, 
kompetensi relatif itu menyangkut batas wilayah dari satu macam 
pengadilan.56 Jadi bisa dikatakan bahwa kompetensi relatif ini merupakan 
pembagian kekuasaan mengadili oleh suatu badan peradilan atas jenis perkara 
tertentu yang tidak dapat diadili oleh peradilan lain dalam lingkungan badan 
peradilan, semata-mata karena dibatasi oleh wilayah hukum badan peradilan 
itu. Jelasnya kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu 
pengadilan.57 
Sama halnya dengan pendapat dari Cik Hasan Bisri, bahwa kekuasaan 
relatif atau kompetensi relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu 
pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat 
banding, dengan maksud cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan 
yakni meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan.58 
Sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah kekuasaan 
atau wewenang mengadili oleh Pengadilan Agama tertentu atas suatu perkara 
tertentu yang tidak dapat diadili oleh Pengadilan Agama lain.59 Misalnya 
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Pengadilan Agama Kabupaten Brebes yang berkedudukan di wilayah 
Kabupaten Brebes, maka daerah hukumnya meliputi seluas daerah hukum 
Kabupaten Brebes. Di luar wilayah tersebut, maka sudah bukan merupakan 
kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama Kabupaten Brebes, melainkan 
sudah termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Agama lain. Jadi faktor 
yang menimbulkan terjadinya pembatasan wilayah kewenangan relatif 
masing-masing pengadilan pada setiap pengadilan adalah faktor “wilayah 
hukum”. 
Hal ini dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama 
berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya 
meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Untuk menentukan kompetensi 
relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah dengan berpedoman 
pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara perdata. Sesuai dengan Pasal 
54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka landasan untuk menentukan 
kompetensi relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 
HIR atau pasal 142 RBg jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 
Tahun 1989.60 Penentuan kompetensi ini bertitik tolak dari aturan yang 
menetapkan ke Pengadilan mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi 
syarat formal. Sehubungan dengan itu, agar pengajuan gugatan tidak salah dan 
keliru, maka harus diperhatikan patokan yang ditentukan oleh undang-undang 
dalam menentukan kompetensi relatif, seperti yang dijelaskan sebagai berikut: 
                                                 




a. Asas Forum Domisili (Actor Secuitur Forum Rei) 
Forum domisili atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan actor 
secuitur forum rei merupakan suatu istilah asas mengenai kompetensi 
relatif mengadili, yang mana asas ini berkaitan dengan faktor tempat 
tinggal tergugat. Patokan ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yang 
menegaskan bahwa “Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk 
kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan 
yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 
123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat 
bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal 
sebetulnya”. 
Jadi menurut ketentuan ini kompetensi relatif Pengadilan Negeri 
ditentukan oleh faktor tempat tinggal tergugat. Berarti kewenangan relatif 
Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara apabila tergugat 
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri bersangkutan. Hal-
hal yang berkaitan dengan asas tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Tempat Tinggal Tergugat. Menurut hukum yang dimaksud dengan 
tempat tinggal seseorang meliputi: tempat kediaman atau tempat 
alamat tertentu ataupun tempat kediaman sebenarnya. Tempat 
kediaman sebenararnya adalah tempat secara nyata seseorang itu 
tinggal. 
2) Sumber Menentukan Tempat Tinggal. Dalam hal ini, yang merupakan 




terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen, diantaranya adalah KTP, 
Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan. 
a) Perubahan Tempat Tinggal Setelah Gugatan Diajukan. Apabila 
terjadi perubahan tempat tinggal setelah gugatan diajukan, maka 
tidak akan mempengaruhi keabsahan gugatan yang ditinjau dari 
segi kompetensi relatif. Ini dilakukan demi menjamin kepastian 
hukum dan melindungi kepentingan penggugat dari kesewenangan 
dan iktikad buruk tergugat. Oleh karenanya, perubahan tempat 
tinggal tidak akan mempengaruhi kompetensi relatif semula. 
b) Diajukan Kepada Salah Satu Tempat Tinggal Tergugat. Jika 
tergugat memiliki dua atau lebih tempat tinggal yang jelas dan 
resmi, maka gugatan dapat diajukan penggugat kepada salah satu 
pengadilan sesuai dengan daerah hukum tempat tinggal tersebut. 
Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 604K/pdt/1984, 
dikatakan bahwa berdasarkan bukti yang diajukan penggugat dan 
tergugat ditemukan fakta yang membuktikan tergugat mempunyai 
dua tempat kediaman yang jelas. Sehubungan dengan itu, maka 
tidak ada larangan bagi penggugat memilih salah satu tempat 
kediaman tergugat yang paling menguntungkan baginya. Oleh 
karena itu, ketentuan tersebut tidak menyalahi asas forum domisili. 
c) Kompetensi Relatif Tidak Didasarkan Atas Kejadian Peristiwa 
Yang Disengketakan. Telah dijelaskan di atas, bahwa patokan 




tinggal tergugat, maka sudah jelas sekali bahwa patokannya bukan 
dilihat berdasarkan tempat terjadinya peristiwa (locus delicti) 
seperti yang diterapkan dalam perkara pidana. Jadi sangat keliru 
sekali jika penerapan kompetensi relatif mengadili bertitik tolak 
dari tempat terjadi peristiwa yang disengketakan.61 
Namun berbeda dengan pendapatnya Chatib Rasyid dan 
Syaifuddin mengenai kompetensi relatif mengadilil di lingkungan 
Pengadilan Agama, ditegaskan bahwa jika berdasarkan wilayah hukum 
suatu Pengadilan Agama, maka tempat penggugat/pemohon mengajukan 
gugatan/permohonan adalah sebagai berikut: 
1) Dalam Perkara Perceraian. Mengenai wilayah mengadili dalam perkara 
perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat, maka kompetensi 
mengadili Pengadilan Agama berdasarkan pada Pasal 66 dan 73 
Undang-Undang N0. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 
2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Agama, bukan berdasarkan atas asas forum domisili, namun dalam 
pasal tersebut ada pengeculiannya. 
2) Perkara Selain Perceraian. Untuk perkara selain perceraian, seorang 
penggugat yang akan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama 
harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 118 HIR 
atau 142 RBg. Sehingga dalam perkara tersebut harus memperhatikan 
                                                 




asas forum domisili, agar terhindar dari kesalahan wilayah mengadili 
suatu perkara.62 
b. Asas Forum Domisili dengan Hak Opsi 
Ketentuan penerapan asas forum domisili yang memberi hak opsi 
kepada penggugat untuk memilih salah satu pengadilan baik itu 
Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama). Hal ini diatur dalam Pasal 118 
ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa: “Jika tergugat lebih dari seorang, 
sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang tergugat itu, yang 
dipilih oleh penggugat...”. 
Menurut ketentuan ini, apabila suatu kasus perkara tergugatnya 
terdiri lebih dari satu orang dan tempat tinggal mereka terletak dalam 
wilayah hukum pengadilan yang berbeda, maka gugatan diajukan pada 
pengadilan di tempat salah seorang tergugat. 
c. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat 
Patokan ini dilakukan, jika kediaman tergugat tidak diketahui 
rimbanya. Faktor ini diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR yang mana 
kalimat pertama dalam pasal ini menegaskan bahwa ”Bilamana tempat 
diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak 
diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan dimasukkan 
kepada PN tempat tinggal penggugat...”. 
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Jadi jika si tergugat tidak diketahui kediamannya dan kediaman 
sebenarnya tidak diketahui, maka penggugat diberi kelonggaran untuk 
mengajukan gugatannya pada wilayah pengadilan tempat tinggal 
penggugat. 
d. Forum Rei Sitae 
Makna forum rei sitae bisa diartikan sebagai tempat barang 
sengketa atau objek sengketa, dimana objek sengketanya berupa barang 
tidak bergerak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR pada 
kalimat terakhir, ditegaskan bahwa “...atau jika surat gugat itu tentang 
barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua PN di daerah 
hukum siapa terletak barang itu”. 
Mengenai penerapan kalimat terakhir Pasal 118 ayat (3) HIR di 
atas, telah menimbulkan perbedaan penafsiran. Terdapat dua pendapat 
yang berbeda mengenai hal tersebut, pendapat pertama mengatakan bahwa 
penerapan kompetensi relatif berdasarkan letak benda tetap, tergantung 
pada syarat: 
1) Tempat tinggal tergugat tidak diketahui, dan 
2) Objek sengketa terdiri dari benda tetap 
Keadaan demikianlah yang dibenarkan dalam penerapan 
kompetensi relatif berdasarkan forum rei sitae, jika tempat tinggal tergugat 
diketahui, maka patokan menentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan 




terdiri dari benda tetap.63 Sedangkan untuk pendapat kedua, memisahkan 
patokan yang tegas antara kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal 
tergugat tidak diketahui dengan objek benda tetap, dengan acuan 
penerapan: 
1) Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, Pengadilan Negeri 
yang berwenang didasarkan pada letak tempat tinggal penggugat, dan 
2) Apabila objek sengketa terdiri dari benda tetap, menentukan 
Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili didasarkan tempat letak 
benda tetap tersebut, tanpa mengaitkan dengan syarat tempat tinggal 
tergugat. 
Oleh karena itu, meskipun tempat tinggal tergugat diketahui, jika 
objek gugatan merupakan benda tetap, maka gugatan harus diajukan 
kepada PN berdasarkan asas forum rei sitae.64 Dari ketentuan ini, faktor 
objek gugatan ikut berperan dalam menentukan kompetensi relatif. Bila 
objek perkara yang disengketakan mutlak mengenai benda tidak bergerak 
terutama mengenai tanah, maka gugatan diajukan kepada Ketua 
Pengadilan di tempat mana benda tidak bergerak itu terletak. 
e. Berdasarkan Pemilihan Domisili 
Ketentuan berdasarkan pemilihan domisili ini, para pihak dapat 
menentukan tempat yang mereka pilih. Asal penentuan domisili pilihan 
tersebut  dicantumkan  secara tertulis dalam suatu akta. Akta tersebut tidak  
                                                 





disyaratkan bentuk aktanya, baik itu berupa akta autentik maupun akta 
bawah tangan. Hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (4) HIR, ditegaskan 
bahwa “Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat 
berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka dapat masukkan surat 
gugatan itu kepada Ketua PN dalam daerah hukum siapa terletak tempat 
kedudukan yang dipilih itu”. 
Pemilihan domisili ini hanya merupakan hak istimewa yang 
diberikan kepada penggugat.65 Jadi dengan adanya penegasan mengenai 
pemilihan domisili, maka ketentuan inipun menjadi salah satu patokan 
dalam menentukan kompetensi relatif mengadili. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kedudukan Hukum Identitas Domisili  
Status hukum seseorang juga menentukan tempat tinggalnya, sehingga 
akan menentukan pula hak dan kewajiban menurut hukum. Arti pentingnya 
domisili (relevansi) tempat tinggal bagi seseorang ialah dalam hal pemenuhan 
hak dan kewajiban, penentuan status hukum seseorang dalam lalu lintas 
hukum, dan berusaha dengan pengadilan. Tempat tingggal menentukan 
apakah seseorang itu terikat untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam 
setiap peristiwa hukum. Tempat tinggal juga menentukan status hukum 
seseorang apakah seseorang dalam ikatan perkawinan, dalam keadaan belum 
dewasa, dalam keadaan tidak wenang berbuat. Tempat tinggal juga 
menentukan apabila seseorang berurusan/ berperkara di muka pengadilan.  
Pengadilan Negeri yang berwenang menyelesaikan perkara perdata 
adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (Pasal 118 
HIR). Domisili penting untuk seseorang dalam hal sebagai berikut: 
1. Untuk menentukan atau menunjukan suatu tempat di mana berbagai 
perbuatan hukum harus dilakukan. 
2. Untuk mengetahui dengan siapakah seseorang itu melakukan hubungan 
hukum serta apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.  
3. Untuk membatasi kewenangan berhak seseorang.66 
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Adapun pentingnya domisili resmi bagi seseorang dalam aspek hukum 
perdata setidaknya memiliki tiga kepentingan, yakni: 
1. Berguna dalam menentukan dimana subjek hukum (seseorang) harus 
dipanggil dan ditarik di muka pengadilan. 
2. Berguna untuk menentukan pengadilan mana yang berhak berkuasa 
terhadap subjek hukum (seseorang) tersebut. Hal ini berhubungan dengan 
suatu peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili seseorang 
dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum di mana 
penggugat atau tergugat berdomisili. 
3. Dalam pernikahan ternyata domisili juga diperlukan karena domisili 
digunakan untuk menentukan di mana seseorang harus melakukan 
perkawinan. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa 
perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak.67 
Kasus posisi pada perkara nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs merupakan 
perdata gugatan pada tingkat pertama telah memutuskan terhadap Eksepsi 
tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif (kompetensi relatif) yang 
diajukan oleh Tergugat dalam perkara antara TN. Sofwan Hadi Direktur PT. 
Tegal Langgeng Mandiri, berkantor di Jalan Raya Sipelem Nomor 9 
Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, dalam hal ini 
memberikan kuasa kepada Warjiyantie, S.H., Advokat, beralamat di Jalan 
Kancil Nomor 4 Trayeman Slawi, Kabupaten Tegal, disebut sebagai 




Industry, berkantor di jalan Dokter Makaliwe Raya Nomor 26 Grogol 
Petamburan Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy 
Hartanto, S.H., M.H., Lucky Happy Setyadi, S.H., Rico Darmawan B.S, S.H., 
Rince Hutapea, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Teddy 
Hartanto, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 
782 Purwokerto, disebut sebagai Tergugat. 
Pokok perkara nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs dalam surat gugatannya 
pada intinya, keterkaitan daripada Tn. Risky Kheng sebagai General Manager 
PT. Santa Great Industry dengan persoalan hukum yang dikemukakan oleh 
Penggugat dalam surat gugatannya adalah sehubungan dengan perjanjian kerja 
proyek pengurukan tanah di areal lahan milik Tergugat (PT. Santa Great 
Industry) yang terletak di Desa Lemahabang Kecamatan Tanjung Kabupaten 
Brebes, dengan nilai kontrak Rp2.339.820.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga 
puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana 
termaksud dalam surat perintah kerja tertanggal 21 Januari 2019, dengan 
kewajiban Penggugat melaksanakan pekerjaan pengurukan area lahan PT. 
Santa Great Industry dan Tergugat melakukan pembayaran sejumlah 
Rp2.339.820.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan 
ratus dua puluh ribu rupiah), namun Tergugat masih memiliki sisa 
pembayaran sejumlah Rp1.039.929.000.00 (satu milyar tiga puluh sembilan 
juta sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang belum dilaksanakan.  
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Berdasarkan persoalan hukum yang timbul antara Penggugat dengan 
Tergugat adalah perjanjian kerja proyek pengurukan tanah dengan pihak-pihak 
dalam perjanjian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat. Terkait dengan 
kedudukan hukum identitas domisili pada perkara nomor 9/Pdt.G/2020/PN 
Bbs agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, maka harus diperhatikan 
patokan yang ditentukan oleh undang-undang dalam menentukan kompetensi 
relatif. Salah satunya dengan asas forum domisili (actor secuitur forum rei). 
Forum domisili atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan actor 
secuitur forum rei merupakan suatu istilah asas mengenai kompetensi relatif 
mengadili, yang mana asas ini berkaitan dengan faktor tempat tinggal 
tergugat. Patokan ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menegaskan 
bahwa “Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan 
Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang 
ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada 
ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau 
jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”. 
Jadi menurut ketentuan ini kompetensi relatif Pengadilan Negeri 
ditentukan oleh faktor tempat tinggal tergugat. Berarti kewenangan relatif 
Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara apabila tergugat bertempat 
tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri bersangkutan. Hal-hal yang 
berkaitan dengan asas tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Tempat Tinggal Tergugat. Menurut hukum yang dimaksud dengan tempat 




ataupun tempat kediaman sebenarnya. Tempat kediaman sebenararnya 
adalah tempat secara nyata seseorang itu tinggal. 
2. Sumber Menentukan Tempat Tinggal. Dalam hal ini, yang merupakan 
sumber yang sah dan resmi dalam menentukan tempat tinggal tergugat 
terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen, diantaranya adalah KTP, 
Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan. 
Berdasarkan kasus posisi di atas dapat penulis analisis bahwa 
kedudukan hukum tergugat terkait identitas domisili berdasarkan Pasal 118 
ayat (1) HIR, antara lain: 1) bertindak sebagai diri sendiri atas nama Risky 
Kheng yang beralamat di Jalan Indraloka II Blok H-V/1927/RT 009, RW 006, 
Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan, DKI Jakarta. 2) 
bertindak dalam jabatannya sebagai General Manager PT. Santa Great 
Industry, berkantor di jalan Dokter Makaliwe Raya Nomor 26 Grogol 
Petamburan Jakarta Barat, Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-
04582.A.H.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan 
tertanggal 29 Januari dan Akta Nomor 8 tertanggal 24 September 2007 
tentang Pendirian Perseroan Terbatas, menunjukkan bahwa PT. Santa Great 
Industry berkedudukan di Jakarta Barat. 
B. Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetesi Relatif  
Kekuasaan kehakiman di Indonesia, diatur dalam Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan 




yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan 
dalam 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut memiliki kekuasaan yuridiksi 
menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara yang 
diajukan kepadanya.68 Kekuasaan demikian lazim dikenal dengan sebutan 
kewenangan mengadili atau kompetensi.69  
Pengadilan khusus dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pengadilan yang 
mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu 
yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan 
berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. 
Badan-badan peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing 
dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu 
perkara. Kompetensi juga dapat disebut yuridiksi, yang di dalam lingkungan 
kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau 
pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan 
ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.70 
Kewenangan pengadilan dalam hal ini, dibedakan menjadi 2 (dua), 
yaitu kompetensi multak atau wewenang absolut dan kompetensi relatif atau 
wewenang nisbi. Kompetensi mutlak (wewenang asbolut) adalah kewenangan 
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badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu 
yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik 
dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda.71 
Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman. 
Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap suatu perkara yang secara 
mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal demi 
hukum.72 Sedangkan kompetensi relatif (wewenang nisbi) adalah kewenangan 
dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara 
atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.73 
Kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan untuk 
menangani kasus/perkara yang berkaitan dengan tempat/lokasi/domisili pihak-
pihak yang berperkara atau barang yang menjadi objek sengketa. Dengan kata 
lain, kompetenasi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani 
perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimilikinya. 
Asas-asas yang berkaitan dengan kompetensi relatif: 
1. Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (Actor 
sequitur forum rei). 
2. Gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu 
berada (Forum rei sitae).  
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3. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal Tergugat jika 
Tergugat lebih dari satu orang. 
4. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih/disepakati. 
5. Eksepsi pada kompetensi relatif diajukan pada sidang pertama, atau 
setidak-tidaknya sebelum menggunakan eksepsi lain. Jika waktu eksepsi 
tersebut telah lewat, maka hakim tidak perlu memperhatikan eksepsi 
tersebut. 
Asas Actor sequitur forum rei sebetulnya merupakan salah satu 
implementasi dari dari asas Audi et alteram partem (hakim harus 
memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara adil), karena pada 
dasarnya gugatan diajukan untuk kepentingan Penggugat yang “belum tentu 
benar”. Oleh karena itu, Tergugat “yang belum tentu bersalah” harus 
dihormati sedemikian rupa dan tidak boleh dipaksa untuk bersusah payah 
datang ke Pengadilan yang berada di wilayah hukum Penggugat yang bisa jadi 
jauh dari tempat tinggal Tergugat. 
Namun di luar asas tersebut, Pasal 118 ayat (3) HIR memberi hak 
kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan tempat tinggal 
Penggugat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yakni: 
1. Apabila tempat tinggal/kediaman Tergugat tidak diketahui. 
2. Penerapan ketentuan ini tidak boleh dimanipulasi Penggugat, artinya harus 
didukung dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.  
Pasal 118 ayat (4) HIR memperbolehkan para pihak dalam perjanjian 




yang berwenang menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam 
perjanjian. Pengaturan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian. Di dalam 
perjanjian yang dibuat, para pihak dapat bebas untuk menentukan hal-hal yang 
berkaitan dengan kerjasama yang diperjanjikan tersebut, baik formil maupun 
materil, misalnya mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, tata cara 
pembayaran, pilihan domisili para pihak, pilihan hukum serta pilihan 
pengadilan yang akan memeriksa dan mngadili dalam hal terjadi sengketa di 
dalam pelaksanaan perjanjian.  
Pada praktiknya, terkadang para pihak sulit untuk menghindari adanya 
sengketa di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Hal ini disebabkan 
perbedaan penafsiran dari pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Dalam hal 
terjadinya sengketa dan para pihak tidak menemui kata sepakat dalam 
penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka salah satu pihak dapat 
menempuh upaya hukum melalui pengajuan gugatan ke pengadilan negeri 
yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa 
tersebut. 
Pilihan domisili dan kewenangan relatif Pengadilan Negeri mengacu 
pada persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili, pada prinsipnya 
tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, kesepakatan 
tersebut mengikat kepada para pihak untuk beritikad baik menaati dan 
melaksanakannya. Namun, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) 




tersebut menjadi tidak bersifat mutlak. Ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR 
mengatur bahwa “Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat 
berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat 
itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat 
kedudukan yang dipilih itu.” Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam sengketa perdata dimuka hakim, kedua belah pihak yang 
berperkara, bahkan salah satu pihak berhak dan bebas memilih tempat 
tinggal lain dari tempat tinggal mereka yang sebenarnya; 
2. Hak dan kebebasan memilih itu dituangkan dapat dituangkan dalam 
bentuk akta otentik maupun di bawah tangan; dan 
3. Dalam hal ada pilihan domisili, kepada para pihak tetap terbuka pilihan 
untuk memilih PN yang disepakati atau memilih PN di tempat mana 
tergugat bertempat tinggal (actor sequitor forum rei). 
Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dimaksud, 
tersirat secara jelas bahwa kesepakatan atas pemilihan domisili para pihak 
tidak menyingkirkan prinsip kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal 
tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Bahkan ketentuan 
Pasal 118 ayat (1) tersebut lebih unggul tanpa mengurangi kebolehan 
mengajukan gugatan pada PN menurut pasal-pasal tersebut, atas pilihan 
penggugat.74  
                                                 




Jadi, apabila penggugat mau, maka penggugat dapat memilih 
kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan atau berdasarkan tempat 
tinggal tergugat. Kebebasan memilih kompetensi relatif dalam hal terdapat 
kesepakatan pilihan domisili, berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut 
sepenuhnya berada di tangan penggugat, bukan pada pihak tergugat. Jadi, 
terserah kepada penggugat untuk menentukan apakah gugatan diajukan 
kepada PN di daerah hukum tempat tinggal tergugat atau PN yang disepakati. 
Terhadap pilihan penggugat tidak dapat dilakukan eksepsi. 
Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada dasar hukum bagi tergugat untuk 
mengajukan eksepsi terhadap kompetensi relatif yang dipilih tergugat. Dalam 
hal ini, pengadilan harus menolak eksepsi yang demikian. Oleh karena itu, 
hakim yang bersikap menerapkan kompetensi relatif berdasarkan domisili 
pilihan secara mutlak bertentangan dengan undang-undang. 
Landasan penentuan kompetensi relatif suatu peradilan merujuk 
kepada asas-asas yang ditentukan pasal 118 HIR jo 142 Rbg Jo 99 Rv, seperti: 
1. Actor Sequatur Forum Rei (forum domicili). Berdasarkan asas actor 
sequatur forum rei ini maka telah ditentukan bahwasanya batas 
kewenangan relatif badan peradilan untuk memeriksa suatu sengketa 
perdata: Yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat 
tinggal tergugat. Oleh karena itu agar gugatan memenuhi syarat 
kompetensi relatif maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri 
tempat tinggal Tergugat. Gugatan menjadi tidak sah jika diajukan ke 




tinggal tergugat adalah tempat tinggal yang berdasarkan KTP, Kartu 
Keluarga atau surat pajak. Perubahan tempat kediaman setelah gugatan 
diajukan tidak akan mempengaruhi keabsahan gugatan secara relatif. Hal 
ini untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan 
Penggugat. 
2. Actore Sequatur Forem Rei dengan hak opsi. Apabila pihak tergugat 
teridiri dari beberapa orang dan masing-masing bertempat tinggal di 
beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berlainan maka hukum 
memberi hak kepada Penggugat untuk memilih salah satu diantara tempat 
tinggal para tergugat. 1) Dengan demikian penggugat dapat mengajukan 
gugatan kepada salah satu Pengadilan negeri yang dianggap paling 
menguntungkan dan atau yang paling memudahkan baginya dalam 
pengajuan saksi nantinya. 2) Actor Sequitur forum Rei tanpa hak opsi. 
Kompetensi relatif dalam hal ini hanya berlaku bagi jenis sengketa hutang 
piutang dimana ada tiga kedudukan yakni pihak debitur, debitur pokok dan 
penjamin. Dalam hal ini meskipun tergugat terdiri dari beberapa orang 
serta tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri yang berlainan maka 
sudah seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal 
penjamin (guarantor).  
3. Tempat Tinggal Penggugat. Ketentuan yang membolehkan gugatan 
diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat merupakan 
pengecualian asas actor sequatur forum rei. Penggugat dapat mengajukan 




tidak diketahui tempat tinggal tergugat, 2) juga tidak diketahui tempat 
tinggal (diam) sebenarnya. 
4. Forum Rei Sitae. Dasar menentukan patokan kompetensi relatif menurut 
asas forum rei yang diatur Pasal 118 a ayat 3 HIR jo Pasal 1435 Rbg dan 
Pasal 99 hur a ayat 8 RV adalah objek sengketa yang terdiri dari barang 
tidak bergerak (real property/immavable property). Dalam sengketa yang 
menyangkut barang tidak bergerak maka gugatan harus diajukan ke 
Pengadilan Negeri ditempat mana barang objek perkara diletakkan. 
5. Forum Rei Sitae dengan hak opsi. Kalau objek perkara terdiri dari 
beberapa barang tidak bergerak yang terletak di beberapa daerah hukum 
Pengadilan negeri maka Penggugat dapat melakukan pilihan, dapat 
mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan negeri yang dianggap 
paling menguntungkan. 
6. Domisili pilihan. Mengenai domisili pilihan, penerapannya berpegang 
kepada ketentuan pasal 118 a. 4 HIR jo Pasal 142 Rbg jo. Pasal 99 a. 6 
Rv yang mana atas ketentuan tersebut menyatakan bahwa kesepatan atas 
domisili pihan yang dituangkan dalam suatu perjanjian bersifat alternative 
yang artinya dapat diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili yang 
disepakati. Namun demikian tetap memberi hak bagi Penggugat untuk 
mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Jadi 
singkatnya, domisili pilihan, tidak mutlak menyingkirkan patokan actor 




Kekuasaan relatif (relative competentie) adalah pembagian 
kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Negeri. Atau dengan 
kata lain Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutus 
perkara. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan 
yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan 
pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Dari pengertian di atas maka 
pengertian kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang 
diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan 
tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah 
tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.  
Terkait peranan identitas domisili tergugat dalam menentukan 
kompetensi relatif dalam perkara nomor nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs 
sebagaimana dalam gugatannya Penggugat yang telah mendalilkan bahwa Tn, 
Risky Kheng jabatan General Manager PT. Santa Great Industry yang 
beralamat kantor di jalan Dokter Makaliwe Raya Nomor 26 Grogol 
Petamburan Jakarta Barat. Sesuai surat nomor: 975/Pen/TLM.P/I/2019 tentang 
penawaran harga timbunan yang dibuat oleh PT Tegal Langgeng Mandiri dan 
ditujukan Kepada PT. Santa Great Industry dan dalam surat perintah kerja 
yang dibuat antara pihak pertama Risky Kheng dengan alamat jalan Dokter 
Makaliwe Raya Nomor 26 Grogol Petamburan Jakarta Barat yang bertindak 
untuk dan atas nama Perusahaan (PT. Santa Great Industry) dengan Sofwan 




Mandiri) dengan alamat Jalan Raya Sipelem Nomor 9 Kelurahan Kraton 
Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. 
Berdasarkan identitas domisili atau alamat sebagaimana dalam surat 
Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan surat penawaran 
harga timbunan nomor: 975/Pen/TLM.P/I/2019, tertanggal 17 Januari 2019 
dan Surat Perintah Kerja tertanggal 21 Januari 2019. Maka dapat disimpulkan 
bahwa pihak Tergugat yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat adalah 
PT. Santa Great Industry sementara Risky Kheng bertindak dalam jabatannya 
sebagai General Manager PT. Santa Great Industry.  
Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan sebagai badan 
hukum (legal entity) karena Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum 
yang berdiri sendiri, maka ia mengemban hak dan kewajiban, memiliki 
kekayaan sendiri, serta dapat menggugat dan digugat untuk dan atas nama 
Perseroan. Salah satu ciri badan hukum Perseroan Terbatas itu sendiri adalah 
tetap, meski pengurusnya silih berganti oleh karena itu tidak menjadi 
persoalan siapa pejabat direksi yang saat ini sedang menjabat cukup dengan 
mencantumkan nama badan hukum Perseroan dalam gugatan dengan disertai 
alamat dan kedudukan badan hukum tersebut, maka dengan sendirinya pihak 
direksi Perseroan yang akan tampil sebagai Penggugat ataupun Tergugat 
dengan alat bukti Anggaran Dasar. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-04582.A.H.01.01.Tahun 




Akta Nomor 8 tertanggal 24 September 2007 tentang Pendirian Perseroan 
Terbatas, menunjukkan bahwa PT. Santa Great Industry berkedudukan di 
Jakarta Barat. 
Jadi menurut Pasal 118 ayat (1), guna melindungi kepentingan 
Tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan 
haruslah diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal 
Tergugat. Berdasarkan asas tersebut maka salah satu ukuran penentuan 
kewenangan mengadili secara relatif Pengadilan adalah gugatan harus 
diajukan ditempat tinggal Tergugat. Tempat tinggal Tergugat meliputi tempat 
kediaman, tempat alamat tertentu maupun tempat kediaman sebenarnya, asas 
ini dikenal dengan asas Actor Sequitor forum Rei. 
Berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas PT Santa Great Industry tertanggal 24 september 2007 mempunyai 
identitas dan berdomisili di jalan Dokter Makaliwe Raya Nomor 26 Grogol 
Petamburan Jakarta Barat yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan 
(PT. Santa Great Industry). Dengan demikian berdasarkan identitas domisili 
jelas dan terang bahwa kedudukan hukum Tergugat yakni PT Santa Great 
Industry berada di Jalan Dokter Makaliwe Raya Nomor 26 Grogol 
Petamburan Jakarta Barat, maka gugatan Penggugat haruslah diajukan di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
peranan identitas domisili dalam menentukan kompetensi relatif menunjukkan 
bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal mempunyai alamat dan 




karena itu prinsip kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum 
pengadilan yang berkompentensi mengadili berdasarkan tempat tinggal 
tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR lebih unggul tanpa 
mengurangi kebolehan mengajukan gugatan pada PN menurut pasal-pasal 






A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kedudukan hukum tergugat terkait identitas domisili pada Putusan Nomor 
9/Pdt.G/2020/PN Bbs berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, antara lain: a) 
bertindak sebagai diri sendiri atas nama Risky Kheng yang beralamat di 
Jalan Indraloka II Blok H-V/1927/RT 009, RW 006, Kelurahan Wijaya 
Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan, DKI Jakarta, dan b) bertindak 
dalam jabatannya sebagai General Manager PT. Santa Great Industry, 
berkantor di jalan Dokter Makaliwe Raya Nomor 26 Grogol Petamburan 
Jakarta Barat.  
2. Peranan identitas domisili tergugat dalam menentukan kompetesi relatif 
pada Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bbs menunjukkan bahwa 
pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal mempunyai alamat dan 
berdomisili yang berwenang memeriksa gugatan dan tuntutan hak. Prinsip 
kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan yang 
berkompentensi mengadili berdasarkan tempat tinggal tergugat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR lebih unggul tanpa 
mengurangi kebolehan mengajukan gugatan pada PN menurut pasal-pasal 
tersebut, atas pilihan penggugat. Berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi 




september 2007 mempunyai identitas dan berdomisili di jalan Dokter 
Makaliwe Raya Nomor 26 Grogol Petamburan Jakarta Barat yang 
bertindak untuk dan atas nama Perusahaan (PT. Santa Great Industry) jadi 
kedudukan hukum Tergugat yakni atas nama PT Santa Great Industry 
berada di Jalan Dokter Makaliwe Raya Nomor 26 Grogol Petamburan 
Jakarta Barat, maka gugatan Penggugat haruslah diajukan di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat.  
B. Saran  
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut:  
1. Kuasa hukum atau masyarakat terutama bagi pihak-pihak yang sedang 
bersengketa diharapkan mengetahui praktek di lapangan peradilan tentang 
kinerja hakim dan mengetahui kewenangan-kewenangan pengadilan baik 
pengadilan negeri maupun agama, sehingga masyarakat dapat mengetahui 
pengadilan yang sesuai, khususnya terkait dengan kompetensi relatif saat 
mengalami permasalahan yang harus diselesaikan di pengadilan. 
2. Kedudukan hukum identitas domisili perlu dijamin dan dipenuhi 
pelaksanaanya karena untuk menentukan atau menunjukan suatu tempat di 
mana berbagai perbuatan hukum harus dilakukan, seperti mengajukan 
gugatan, pengadilan mana yang berwenang mengadili. Untuk mengetahui 
dengan siapakah seseorang itu melakukan hubungan hukum serta apa yang 
menjadi hak dan kewajiban masing-masing dan untuk membatasi 




3. Salah satu eksepsi dalam hukum acara perdata adalah eksepsi mengenai 
kewenangan mengadili. Eksepsi kewenangan mengadili dapat diajukan 
apabila dianggap pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang 
bersangkutan. Oleh karena itu, peranan identitas domisili dalam 
menentukan kompetensi relatif menunjukkan bahwa suatu gugatan harus 
diajukan kepada badan peradilan yang benar-benar berwenang untuk 
mengadili persoalan hukum 
 
74 




Ali, Mohammad Daud, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di 
Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. 
Bakhri, Syaiful, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif 
Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2014. 
Basah, Sjachran, Mengenal Peradilan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1995. 
Basri, Cik Hasan, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2003. 
Fajar N.D, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. 
Hadjon, Philipus M., et. al, Pengantar Hukum Adminstrasi Negara, UGM Pers, 
Yogjakarta, 2008. 
Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. 
 , Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 
1989, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. 
 , Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002. 
Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Theo, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu 
Pengethuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, 
2010. 
Makarao, Taufik, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 
2004. 
Mariyadi & Afandi, Hukum Acara Perdata (Panduan Pengembangan Profesi 
Hukum), Surabaya: Visipress Media, 2007. 
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005. 
 , Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. 





 , Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty: Yogyakarta, 2009. 
Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2004. 
 , Hukum Acara Perdata Indonesia, Jakarta: Citra. Aditya, 2008. 
Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, 
Jakarta: Djambatan, 2002. 
 , Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Tehnik 
Penyusunan dan Permasalahnya, Bandung: Bunga Rampai, 2007. 
Pangaribuan, Luhut M.P., Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-
ketentuan KUHAP Sera dilengkapi dengan Hukum Internasional yang 
Relevan. Jakarta: Djambatan, 2000. 
Rasyid, Chatib & Syaifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik 
Pada Peradilan Agama, Yogyakarta: UII Press, 2009. 
Rasyid, Roihan A, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2007. 
Ridwan, H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. 
Sangadji, Z.A., Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha 
Negara, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. 
Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 
Sasangka, Hari & Rifa’i, Ahmad, Perbandingan HIR dan RBG, Bandung: Mandar 
Maju, 2005. 
Soeroso, R, Praktek Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, 
Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 
Sugeng, Bambang & Sujayadi, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi 
Perkara Perdata, Surabaya: Kencana, 2009. 
Sujayadi, Sugeng Bambang A.S, Hukum Acara Perdata(Dokumen Litigasi 
Perkara Perdata). Jakarta: Kencana, 2011. 
Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: 
Kencana, 2006. 
Sutantio, Retnowulan & Kartawinata, Iskandar Oerip, Hukum Acara Perdata: 
Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2005. 





Thalib, Abdul Rasyid, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam 
Sisitem Ketatanegaraan Republik Indonesi, Citra aditya Bakti, Bandung, 
2006. 
Wardah, Sri & Sutiyoso, Bambang, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya 
di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2007. 
Wardah, Sri & Sutiyoso, Bambang, Hukum Acara Perdata Dan 
Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2007. 
Zuhriyah, Erfaniah, Peradilan Agama di Indonesia: Dalam Rentang Sejarah dan 




Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
 
Jurnal/ Internet: 
Herlambang, Kasihardo, Kewenangan Hakim dalam Perkara Perdata di 
Pengadilan Negeri Surabaya Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jatim: UPN "Veteran", 2011. 
https://legalo.id/2017/08/29/pentingnya-domisili-bagi-perusahaan-dari-kacamata-
hukum/ (20 Oktober 2020). 
Ivan, Randang S., Tinjauan Yuridis tentang Peranan Identitas Domisili dalam 
Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan. Lex Privatum, Vol. IV/No. 
1/Jan/2016. 
 
